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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Keberadaan Desa telah ada sejak sebelum NKRI
diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa dimasa lampau merupakan
komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang
keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya
Indonesia dimulai dari pedesaan, fakta menunjukkan bahwa sebagian besar
wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan jumlah kota dan desa,
perbandingannya akan lebih besar jumlah desa dibanding kota. Jumlah ibu
kota provinsi, kota madya, dan kabupaten, sekitar 500 kota sedangkan jumlah
desa pada tahun 2015 adalah 74.093 Desa.

Berdasarkan UU Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat
atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Repubik Indonesia” .

Kewenangan Desa tercermin dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 vyang meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan



Pemerintahan  Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dalam Pasal 78
dikatakan bahwa pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan
melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana
Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan.(Natsir, 2017:110)

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional. Pembangunan pedesaan adalah bagian dari usaha peningkatan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pedesaan dan masyarakat secara
keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi
dan kemampuan desa itu sendiri. Pelaksanaan pembangunan pedesaan
mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan
masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.
Pembangunan Desa mencakup pembangunan di segala aspek baik ideologi,
politik, sosial, budaya, ekonomi, agama dan petahanan keamanan.
Pembangunan desa merupakan suatu proses dalam rangka meningkatkan
kemampuan dari penduduk desa itu sendiri dalam segala aspek baik sosial,
budaya, ekonomi dan lain sebagainya, disertai dengan meningkatnya taraf
hidup masyarakat desa itu sendiri (Pangalo, 2020:1).

Kesejahteraan masyarakat merupakan tolak ukur dalam menilai

keberhasilan pembangunan di Indonesia. Namun realita yang terjadi dalam



pembangunan di Indonesia saat ini adalah adanya masalah kesejahteraan
masyarakat yang belum merata baik secara materi maupun spiritual serta
masalah kesenjangan pembangunan antar desa, antar wilayah dan antar kota.
Untuk mengatasi masalah tersebut pada era pemerintahan Presiden Joko
Widodo menerapkan paradigma membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan
melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perkonomian, mengatasi
kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai
subjek dari pembangunan. Program tersebut dilaksanakan karena desa-desa
kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga
peningkatan kesejahteraan dan pembangunan kurang merata (Prasetyo,
2017:5).

Dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia melahirkan implikasi pada
kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada
pemerintah desa melalui penyaluran dana desa sebagai bentuk kongkrit
pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala
Desa. Kesejahteraan masyarakat menunjukan ukuran hasil pembangunan
masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi
peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti
makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kemudian ditambah
dengan peningkatan tingkat kehidupan seperti pendapatan, pendidikan, yang

lebih baik dan peningkatan etensi budaya dan nilai-nilai kemanusiaan serta



memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan
bangsa (Todaro dan Smith, 2006:562)

Dana Desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah terbitnya UU
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Namun sebelum adanya
anggaran Dana Desa, disetiap desa sudah menerima Alokasi Dana Desa
(ADD) namun jumlahnya tergolong kecil karena hitungan ADD didapat dari
pembagian Dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah
kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Jadi untuk pembangunan fisik belum terlihat kemajuannya sebab ADD itu
pula dibagi untuk membiayai operasional, kegiatan non fisik dan kegiatan
fisik. Saat ini pemerintah desa dapat merasakan bantuan keuangan yaitu ADD,
Dana Desa dan Dana bagi Hasil pajak dan Retribusi.

Dana Desa langsung ditransfer pemerintah pusat melalui APBD
kabupaten/Kota dan ditransfer dari pemerintah Kabupaten/Kota ke APBD
Desa.  Pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa harus dikelola secara
efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah
dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena efektivitas
suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok
berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh. Dengan adanya bantuan
dana desa tersebut maka menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi
pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di desa untuk

dapat mengelola dan mengatur serta mampu mengurus urusan rumah



tangganya sendiri termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
pembangunan desa.
Tabel 1.1

Jumlah dan Target Alokasi Dana Desa dari Tahun 2021-2022

NO | Tahun ADD Jumlah ADD ADD yang Terealisasi | Presentase

1 2021 Rp.312.546.966.000 | Rp 312.024.280.840 99,83%
2 2022 Rp 323.958.125.000 | Rp 323.862.404.000 99,97%
3 2023 Rp.348.484.064.000 | Rp.347.737.140.900 99,79%

Sumber : Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang mempunyai 380 desa, 14 kelurahan, dan 22
kecamatan. Luas wilayah Deli Serdang mencapai 2.241,68 km? dan jumlah
penduduk sekitar 1.791.677 jiwa dengan kepadatan penduduk 800 jiwa/km2.
Presentase tersebut menunjukkan efektivitas yang cukup baik. Hal ini
menandakan bahwa partisipasi masyarakat dalam merealisasikan program
pengelolaan dana desa cukup maksimal. Terlepas dari masyarakat desa yang
cukup maksimal pengelolaan dana desa juga dikelola dan dipersiapkan dengan
baik oleh perangkat desa.

Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Limau Manis, untuk mengetahui
seberapa besar tingkat efektivitas Dana Desa serta bagaimana dampaknya
secara langsung terhadap pembangunan desa. Dikarenakan alokasi dana desa
mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di desa, dibandingkan
sumber - sumber dana lain. Oleh karena itu penulis melaksanakan penelitian

dengan judul : “Dana Desa : Efektivitas Pengelolaan Dan Dampaknya



Terhadap Pembangunan Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung

Morawa, Kabupaten Deli Serdang”

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas identifikasi masalahnya, berupa :
1. Seberapa besar tingkat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa terhadap
pembangunan di Desa Limau Manis.
2. Bagaimana dampak pengelolaan dana desa secara langsung terhadap

pembangunan di desa limau manis.

1.3 Batasan Masalah
Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan, maka
penulis hanya membatasi masalah “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dan
Dampaknya Terhadap Pembangunan” Desa Limau Manis, Kecamatan

Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah
penelitian yang diangkat pada penelitian ini adalah:
1. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan
Desa Limau Manis ?
2. Bagaimana Dampak dana desa terhadap pembangunan di Desa Limau

Manis ?



1.5 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan dana desa dalam
melaksanakan pembangunan desa di Desa Limau Manis.
2. Untuk mengetahui dampak dana desa terhadap pembangunan di Desa

Limau Manis.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan dan pengetahuan kepada penulis mengenai
pengelolaan dana desa dan pembangunan desa.

2. Sebagai bahan evaluasi dan masukan kepada pemerintah desa terkhusus
pengelolaan dana desa hingga dampaknya terhadap kinerja mereka selama
ini apakah berhasil memajukan desa dari segi pembangunan.

3. Memperluas teori dari penelitian terdahulu dan sebagai bahan referensi
untuk melakukan penelitian yang sama mengenai dana desa, pengelolaan

dana desa, pembangunan desa dan dampaknya dikedepannya.



BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan
unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang
Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan
sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya
guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Setiap tahun
pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk
diberikan kepada Desa.

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dana desa
dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan
pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan
bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh
desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan
mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat,

diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan



memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan
bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada
masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Agar berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang desa tersebut
dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan penyelarasan
dalam penyusunan kebijakan di masingmasing kementerian, yang ditujukan
untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas
pemanfaatan dana desa. untuk itu, Pemerintah merancang Keputusan Bersama
(SKB) 4 Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Rancangan SKB 4
Menteri tersebut antara lain memuat penguatan peran dan sinergi antar
kementerian dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi, penguatan supervisi kepada pemda kabupaten/kota,
dan desa.

Dana desa dalam APBN ditentukan 10% dan di luar dana di transfer
secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan
dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan,
luas wilayah, dan tingkat kesulitan. Selanjurnya adalah evaluasi diperlukan
untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan dana desa tidak terjadi
penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level

pusat hingga daerah.
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2.1.2 Konsep Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian
dicapainya tujuan  yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait
dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang
sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut
pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan
mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Menurut Gie (2000:24),
efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu Kkerja yang
dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan hasil guna yang
diharapkan. Sedangkan Gibson (1984:38) mengemukakan bahwa
efektivitas adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan
antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat
keunggulan dan pengembangan.

Menurut Mardiasmo (2004:134), Efektivitas adalah ukuran
berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu
organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan
telah berjalan dengan efektif. Efektivitas adalah mengukur hubungan
antara hasil pungutan suatu pajak dengan target penerimaan pajak itu
sendiri. Suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai
dengan yang dikehendaki. Efektivitas dalam pencapaian tujuan — tujuan
organisasi dimana efektivitas merupakan kunci dari kesuksesan suatu

organisasi (Zulkifli, 2021:78).
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dilakukannya tindakan untuk mencapai hal tersebut. Sehingga efektivitas
dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan penerimaan Dana
Desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat
dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai

tujuannya

2.1.3 Ukuran Efektivitas
Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara
rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan.

Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak

tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau tidak sesuai sasaran

yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau
ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana
dikemukakan oleh (Siagian, 1978:26), yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdukan supaya
karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan
tujuan organisasi dapat tercapai.

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah
“pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam
mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak
tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan

tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya
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kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha
pelaksanaan kegiatan operasional.

4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang
apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu
dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila
tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan
bekerja.

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas
organisasi adalah kemamapuan bekerja secara produktif. Dengan sarana
dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu
program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka
organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan

pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

2.1.4 Pengertian Pengelolaan

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti
pula pengaturan atau pengurusan (Arikunto, 1993:31). Pengelolaan diartikan
sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok
orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujan tertentu.
Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan
keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi

manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan
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organisasi secara efisiensi dan efektif. Nanang Fattah (2004:50) berpendapat
bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang
ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan
(planning), pengorganisasian (organising), pemimpin (leading), dan
pengawasan (controlling).

Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan,
mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan
segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.
Manajemen merupakan proses perencanan, pengorganisasian, pengarahan, dan
pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya
organisasi lainya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Stoner menekanan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem.
Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak
baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses
pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan (Qalyubi,
2007:271).

Berdasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap
dalam  melakukan  manajemen  meliputi  melakukan  perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan
proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak
dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan

dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu
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pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan
pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring
aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperolah dan
mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai

tujuan.

2.1.5 Pengertian Dampak

Menurut Dun (2005:9) mengatakan bahwa hasil kebijaksanaan (policy
outputs) berbeda pengertiannya dengan dampak Kkebijaksanaan (policy
outcomes atau policy consequences). Hasil kebijaksanaan adalah apa-apa yang
telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijaksanaan pemerintah,
misalnya: kebijaksanaan tentang perumahan akan menghasilkan berdirinya
bangunan-bangunan rumabh, begitu pula kebijaksanaan tentang pembangunan
jalan, bantuan desa, bantuan kesejahteraan sosial, bantuan inpres dan
sebagainya. Dampak kebijaksanaan yang diharapkan (intended consequences)
atau tidak diharapkan (unlitended consequences) baik pada problemanya
maupun pada masyarakat. Sasaran kebijaksanaan itu terutama di tunjukan
pada siapa Ini perlu ditentukan terlebih dahulu, misalnya pada masyarakat
miskin, pengusaha ekonomi lemah, petani, guru, mahasiswa dan sebagainya.

Bila kebijaksanaan mengenaai memerangi kemiskinan, maka sasaran
yang dituju adalah masyarakat yang miskin dan dampak yang diharapkan
adalah meningkatnya pendapatan mereka. Tetapi mungkin akan timbul pula
dampaknya yang tidak diharapkan, yaitu sebagai anggota masyarakat enggan

berusaha keras memperoleh lapangan pekerjaan karena lebih senang
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menunggu subsidi dari pemerintah dengan adanya program anti kemiskinan

tersebut.

2.1.6 Pengertian Desa

Menurut Ndraha (1984:3) pengertian resmi tentang Desa menurut
Undang undang adalah: UU Nomor 5 Tahun 1979 Desa ialah suatu wilayah
yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat,
termaksud di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. UU Nomor 22 Tahun 1999 Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di
Daerah Kabupaten. Ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang
mandiri yang berada di dalam sub sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Bintarto (1983:23), Desa merupakan perwujudan atau
kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di suatu
daerah, dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah
lain. UU Nomor 32 Tahun 2004 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
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Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desa menurut Widjaja
(2003:2) dalam bukunya “Otonomi Desa”menyatakan bahwa “Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak
asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Desa
adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan
pemberdayaan masyarakat.

Menurut Winardi (1988:21) Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah
kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa
(memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini
menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan Desa bagi
kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa
kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa hanya dapat diketahui dan
disediakan oleh masyarakat Desa dan bukan pihak luar. Selanjutnya dalam PP
Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa Desa atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya
dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan
pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk

melaksanakan urusan pemerintah tertentu.
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2.1.7 Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan
pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi
potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi,
jika kita memahami secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat
pembangunan itu sendiri. Menurut Todaro (1998:66) pembangunan bukan
hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus
melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia bahwa
pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi
atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam
konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang
berkembang. Pembangunan Desa merupakan bagian dari pembangunan
nasional dan pembangunan Desa ini memiliki arti dan peranan yang penting
dalam mencapai tujuan nasional, karena Desa beserta masyarakatnya
merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan
keamanan. Adapun definisi pembangunan desa menurut para ahli adalah
sebagai berikut:

Menurut Kartasasmita (2001:66) mengatakan bahwa hakekat
pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat
dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan
dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah
kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama
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pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan

pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat

dalam usaha menaikan taraf hidup dan kesejahteraannya. Suparno (2001:46)

menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang

sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah
adalah menyediakan prasarana-prasarana, selebihnya disandarkan kepada
kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan desa merupakan
mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat.
Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti
yang dikemukakan oleh Ahmadi (2001:222) mekanisme pembangunan desa
adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi
masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Bahwa pada
hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan
pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan.

Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses,

dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagaimana

pendapat pakar berikut ini:

1. Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan
yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu
proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan,
baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis. Hal ini
akan terlihat pada perkembangan masyarakat dari suatu tingkat kehidupan

tertentu ketingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan di
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dalamnya masalah perubahan sikap, serta perubahan lainnya yang apabila
diprogramkan secara sistematis akan usaha penelitian dan pendidikan yang
sangat baik.

2. Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat
mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan desa juga
merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan
hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteran masyarakat pedesaan baik lahir maupun bathin dengan
perhatian ditujukan pada kegaiatan pada bidang-bidang tertentu seperti
pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi,
perbaikan kampung halaman dan lain-lain.

4. Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha
kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan
dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai
dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

5. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pembangunan desa meliputi
beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat
departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu ada koordinasi dari pemerintah

baik pusat maupun daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan
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pembangunan agar seluruh program kegiatan tersebut saling menunjang dan
terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga dapat berdaya guna
dan berhasil guna. Permasalahan di dalam pembangunan perdesaan adalah
rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan ditambah lagi dengan
masih rendahnya akses masyarakat perdesaan ke sumber daya ekonomi seperti
lahan/tanah, permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi,
informasi, serta jaringan kerjasama. Disisi lain, masih rendahnya tingkat

pelayanan prasarana dan sarana perdesaan dan rendahnya kualitas SDM di

perdesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah (low skilled),

lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, lemahnya
koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan.

Oleh karena itu dapat dilihat beberapa sasaran yang dapat dilakukan
dalam pembangunan desa sebagai berikut:

1) Meningkatkan pelayanan dalam hal pertanahan serta memproses
masalahmasalah pertanahan dalam batas-batas kewenangan Kabupaten.

2) Pemantapan pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang efisien,
efektif dan berkelanjutan.

3) Peningkatan kualitas pemukiman yang aman, nyaman dan sehat.

4) Meningkatnya prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil dan
daerah perbatasan.

5) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan wilayah.
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6) Meningkatkan ekonomi wilayah untuk kesejahteraan masyarakat serta
menanggulangi kesenjangan antar wilayah.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, desa harus melaksanakan
prinsip-prinsip transparansi serta pelibatan partisipasi masyarakat baik dalam
perencanaan,pelaksanaan maupun dalam pengawasan dan pemantauan. Dalam
kerangka UU Desa, siklus pembangunan desa mencakup 3 (tiga) tahap penting
yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep
membangun desa dan desa membangun. Konsep membangun desa dalam
konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan,
desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal
tersebut diatur dalam UU Desa terutama pada pasal 79 dan pasal 80.
Dalam pasal 79 UU Desa disebutkan bahwa:

1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai

2) dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan Kabupaten/Kota.

3) Perencanaan Rembangunan Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (1)
disusun secara berjangka meliputi:

a. Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka

waktu 6 (enam) tahun.

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana

Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun
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4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
Peraturan Desa.

5) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangaka Menengah
Desa dan rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya
dokumen perencanaan di Desa.

6) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana kerja
Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran
pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.

7) Program pemerintah yang berskala lokal Desa dikordinasikan dan/atau
didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.

8) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan
pembangunan Kabupaten/Kota. Pada UU Desa, untuk mengakomodir
asas demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan  dan
pemberdayaan, perencanaan pembangunan desa tidak semata-mata
bersifat top down, namun juga menyusun konsep desa membangun.
Konsep desa membangun ini mengedepankan musyawarah desa untuk

memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80
UU Desa yang menyebutkan bahwa:
1) Perencanaan pembangunan desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 79

diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
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Dalam menyusun perencanaan pembanguna desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah

perencanaan pembangunan desa.

Musyawara perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas,

program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh

anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa,

dan/atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Prioritas, program, Kkegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian

terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:

a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.

b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia.

c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.

d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan
ekonomi.

e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa
berdasarkan kebtuhan masyarakat desa.

Pelaksanaan Berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang

dana desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43

tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun

2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan
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desa. Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa

yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk
mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksaan pembangunan
desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat
desa.

b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan
untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa, Operasional Pemerintah Desa , Tunjangan dan Operasinal Badan
Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetanggan dan Rukun
Warga.Dari pasal tersebut terlihar bahwa keuangan desa hanya dibatasi
untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan
masyarakat desa dan membayar penghasilan maupun tunjangan
intensif bagi perangkat desa badan permusyawaratan desa dan rukun
tetangga/rukun warga.

Dalam merealisasikan APBDesa, Kepala Desa bertindak sebagai
kordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perengakat desa atau unsur
masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di
desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
Semua ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 121 PP No. 43 Tahun

2014.



25

Selain itu, APBDesa dapat digunakan untuk pembangunan antar
desa atau biasa disebut pembangunan kawasan perdesaan.
Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan
antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan
meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif,
inisiatif untuk melakukan pembangunan kawasan perdesaan dapat
dilakukan secara botton up dengan pengusulan Kepala Desa kepada
Bupati/Walikota dan dapat juga secara top down sebagai program
Gubernur atau Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan, masyarakat dan pemerintah desa dapat memperoleh
bantuan pendamping secara berjenjang. Secara teknis, pendampingan
dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan
dapat dibantu oleh tenaga pendamping professional, kader
pemberdayaan masyarakat desa, atau pihak ketiga yang dikordinasikan
oleh Camat di Wilayah Desa tersebut. Ketentuan tentang pendamping
bagi masyarakat dan pemerintah desa telah diatur pada pasal 128-131
PP No. 43 tahun 2014 dan Peraturan Mentri Desa No.3 tahun 2015
tentang pendamping desa.

3. Pertanggungjawaban Kepala Desa adalah penanggungjawab dari
pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Dalam PP No. 43 tahun
2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan

oleh Kepala Desa. Kepala Desa wajib melaporkan laporan realisasi
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pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun
berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan).
Laporan yang dibuat Kepala Desa ditukan kepada Bupati/Walikota yang
dismpaikan ~ melalui  Camat. Pengaturan  pelaporan  dan
pertanggungjawaban penggunaan APBDesa tercantum dalam Permendagri
No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam
Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan
pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa.

Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, yaitu:

a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun
anggaran berkenaan.

b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran
berkenaan.

c. Format laporan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk
ke desa. Dari PP no. 43 tahun 2014 dan Permendagri No. 113 tahun 2014
terlihat bahwa laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Kepala
Desa harus terintegrasi secara utuh, tidak melihat sumber dana yang
diperoleh desa.

Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang mewajibkan desa

untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana berdasarkan
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sumber dananya. UU Desa meletakan prinsip dasar untuk penyelenggaraan

pengawasan pembangunan desa yang meliputi pengawsan oleh sipra-desa

(downroad accountability), pengawasan oleh lembaga desa dan pengawasan

dari masyarakat (upward accountability). Terdapat beberapa mekanisme

pengawasan dan pemantauan sebagai berikut:

1. Pengawasan oleh supra desa secara berjenjang oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota dan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian
Dalam Negeri, Kementrian Desa dan Kementrian Keuangan (pasal 26 PP
No. 60 Tahun 2014). Dalam operasioaninya, pengawasan oleh pemerintah
Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Bupati/Walikota. Funngsi
pengawasan tersebut didelegasikan oleh Bupati/Kota kepada Camat dan
Inspektorat Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan Pemerintah
Kabpaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah Pusat terkait dengan unsur
pengawasannya. Pengawasan pembangunan desa disampaikan kepada
Kementrian Desa dan pengawasan pemerintahan disampaikan kepada
Kementrian Dalam Negeri.

2. Pengawasan supra desa lainnya adalah pengawasan dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP). Hal ini didasari oleh UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan
pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dimana keuangan
desa yang berasal dari Pemerintah Puast dan Pemerintah Daerah termasuk
kategori Keuangan Negara karena sumbernya APBN dan APBD, PP No.

60 tahun 2008 tentang system pengendalian intern pemerintah juga
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memberikan kewenangan bagi BPKP untuk mengawasi pengelolaan
keuangan desa karena sumbernya yang berasal dari APBN maupun APBD.
3. Pengawan oleh lembaga BPD sebagai bagian dari fungsi pengawasan
terhadap kinerja Kepala Desa antara lain melalui tanggapan atas
pertanggungjawaban Kepala Desa dan pengaduan masyarakat yang

disampaikan melalui BPD (pasal 55 dan 82 UU Desa).

2.1.8 Pemerintah Desa dan Otonomi Desa

Dalam sejarah perkembangan manusia, desa dipandang sebagai suatu
bentuk organisasi kekuasaan yang pertama sebelum lahirnya organisasi
kekuasaan yang lebih besar seperti kerajaan, kekaisaran dan negara-negara
modern sebagaimana yang dikenal dewasa ini. Ditinjau dari sudut pandang
bidang ekonomi, desa berfungsi sebagai lumbung bahan mentah (raw
material) dan tenaga kerja (man power) yang tidak kecil artinya. Desa-desa di
Jawa banyak berfungsi sebagai desa agraris yang menunjukkan perkembangan
baru, yaitu timbulnya industriindustri kecil di daerah pedesaan yang
merupakan “rural industries” (Wasistiono, 2007:24).

Menurut Bintarto (1983:17), salah satu peranan pokok desa terletak
pada bidang ekonomi. Daerah pedesaan merupakan tempat produksi pangan
dan produksi komoditi ekspor. Peranan pentingnya menyangkut produksi
pangan yang akan menentukan tingkat kerawanan dalam rangka pembinaan
ketahanan nasional. Oleh karena itu, peranan masyarakat pedesaan dalam
mencapai sasaran swasembada pangan adalah penting sekali. Masyarakat desa

perkebunan adalah produsen komoditi untuk ekspor (Wasistiono, 2007:12).
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Secara sosiologis, masyarakat Desa memiliki karakteristik tertentu yang
membedakannya dengan kelompok masyarakat lainnya.

Boeke memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan Desa
adalah persekutuan hukum pribumi yang terkecil dengan kekuasaan sendiri
dan kekayaan atau pendapatan sendiri. Persekutuan hukum pribumi terkecil
dapat diartikan sebagai persekutuan hukum adat yang tumbuh dengan
sendirinya di dalam masyarakat pribumi dan mempunyai dasar tradisional, dan
juga persekutuan hukum, dimana hanya penduduk pribumi atau setidak-
tidaknya sebagian besar dari pada penduduk pribumi menjadi anggotanya
(Wasistiono, 2007:13). Kesatuan masyarakat hukum tersebut mengurus
kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus
dirinya sendiri itu dimiliki semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk
tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalnya mengapa
»Desa™ disebut memiliki otonomi asli, yang berbeda dengan ,,daerah otonom*
lainya seperti Daerah Kabupaten atau Daerah Provinsi yang memperoleh
otonominya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Nasional.

Pada tahun 1979 dilahirkan sebuah undang-undang nasional tentang
Pemerintahan Desa yang efektif yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1979
yang ditetapkan pada tanggal 1 Desember 1979. Kedudukan pemerintahan
desa dapat diketahui dari bunyi pasal 1 huruf a UU No.5 Tahun 1979 yang
menyebutkan: “Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah
penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung
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di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri
dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” UU No. 5 Tahun 1979
sama sekali tidak memberikan hak kepada pemerintahan desa atau kepala desa
untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, yang peraturan-peraturannya
bersumber dari otonomi desa. Akan tetapi pemerintahan desa menurut UU ini
hanya berhak menyelenggarakan pemerintahan umum yang bersumber dari
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang otonom di atasnya.
Kedudukan desa tidak lebih dari wilayah administratif seperti wilayah
administratif kelurahan dalam kawasan kota.

UU No. 5 Tahun 1979 merupakan produk hukum Pemerintahan Orde
Baru yang dipandang sangat condong menopang Orde Baru dengan politik
stabilitas dan sentralisasinya, sehingga menghambat demokratisasi desa.
Kebijakan pengaturan tentang Desa pada masa Orde Baru, sejauh mungkin
diatur secara seragam dan sentralistis, dengan tujuan untuk kepentingan politik
pemerintah. Hal ini secara jelas disebutkan dalam konsideran menimbang
dalam UU No.5 Tahun 1979, bahwa: “sesuai dengan sifat Negara Kesatuan
Republik Indonesia, maka kedudukan Desa sejauh mungkin diseragamkan,
dengan mengindahkan keragaman keadaan Desa dan ketentuan adat istiadat
yang masih berlaku”.

Namun upaya penyeragaman ini menghambat tumbuhnya kreativitas
dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kehidupan dan penghidupannya
secara mandiri, sehingga akhirnya hanya membuatnya tertinggal disbanding

masyarakat lainnya. Pengaturan terhadap pemerintahan desa yang kurang
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berdasar pada karakteristik masyarakatnya,hanya akan menimbulkan
ketidakberdayaan dan ketergantungan. Dengan bergulirnya reformasi maka
dilakukan pembenahan mendasar dari sentralisasi menuju desentralisasi.
Dalam kaitannya dengan adanya reformasi pemerintahan Desa, UU No. 5
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No. 5
Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, segera diganti dengan UU No. 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa. Dalam pasal 1 huruf (0) UU No.5
Tahun 1979 disebutkan bahwa : Desa atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system
Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten”.

UU No. 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan
wilayah administratif. Kedudukan pemerintahan desa adalah subsistem dari
sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki
kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakatnya sendiri. Artinya desa tidak dapat berdiri sendiri, dan harus
senantiasa melihat dinamika di atasnya. Walaupun Desa tidak lagi menjadi
bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, melainkan menjadi daerah yang
istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten, dimana
setiap warga desanya berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi
sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya, tetapi yang lebih

penting adalah bagaimana mengkoordinasikan keanekaragaman tersebut
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dalam pemerintahan nasional. Perkembangan Desa di Indonesia selanjutnya
adalah pada saat diterbitkannya UU No0.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Desa memang tidak diatur dalam suatu undang-undang tersendiri,
karena sesuai amanat UUD 1945 secara eksplisit tidak disebutkan kedudukan
pemerintahan desa dalam susunan sistem pemerintahan Negara Indonesia.

Dengan demikian agar urusan yang diserahkan kepada desa dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pemberdayaan
pemerintah dan masyarakat desa perlu dilakukan suatu upaya yang sistemastis
dalam menentukan urusan dan kewenangan yang diserahkan. Upaya sistematis
dimaksud tentu saja harus berdasarkan prinsip-prinsip pengaturan tentang desa
dan mempertimbangkan faktorfaktor lainnya, misalnya dukungan supradesa
(Pemerintah Kabupaten/Kota), sarana dan prasarana, pembiayaan, personil
(kualitas dan kuantitas SDM), serta aspek sosial budaya masyarakat desa.
Dalam Peraturan Pemerintah Rl Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,
dinyatakan bahwa Desa (atau dengan sebutan lain) adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempatyang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan RI. Landasan pemikiran dalam pengaturan
mengenai desa tersebut adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli,
demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Landasan pemikiran tersebut merupakan wujud pemberian dukungan

dandorongan kepada desa dalam rangka meningkatkan peran sertanya dalam
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pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di  Indonesia dan juga
mencerminkan Pemerintah Desa sebagai kesatuan pemerintahan terkecil dan
terdekat dengan masyarakat yang dipandang memiliki kedudukan yang sangat
strategis serta sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan
pemberdayaan masyarakat secara langsung dan cepat. Untuk meningkatkan
peran serta Pemerintah Desa yang dapat dibentuk di wilayah Kabupaten sesuai
dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Maka kepada desa
diberikan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya dalam
menjalankan roda pemerintahannya. UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 200
mengatur bahwa “Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa®. Berdasarkan Pasal 206 diatas, maka sebagai upaya
untuk lebih memberdayakan pemerintah desa dalam melaksanakan
pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat di desa, pemerintah
kabupaten/kota dapat menyerahkan pengaturan sebagai urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan kepala desa.

Oleh karena itu, penyerahan sebagai urusan tersebut harus dilakukan
dengan semangat pemberdayaan, dan urusan/kewenangan yang diserahkan
adalah yang dapat mendorong peningkatan pembangunan dan layanan publik
di desa, bukan urusan dan kewenangan yang akan menjadi beban bagi
Pemerintah Desa. Selain dari pada itu pada pasal 215 ayat (1) UU No. 32
Tahun 2004 secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan kawasan
pedesaan yang dilakukan olehkabupaten/kota dan atau pihak ketiga, harus

mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
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Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung
penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan
otonomi daerah. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri,
Desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan
pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Fungsi desa telah didudukkan sebagai komponen pelaksana
pembangunan yang sangat penting. Pada pasal 215 ayat (1) UU No. 32 Tahun
2004 secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang
dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga, harus mengikutsertakan
pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Dengan dikeluarkannya PP
No. 72 tahun 2005 tentang Desa, maka semakin jelas kedudukan desa dalam
pemerintahan NKRI, termasuk didalamnya tentang kewajiban yang tak bisa
ditawar-tawar oleh Pemerintah Kabupaten untuk merumuskan dan membuat
peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari
kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya.
Pengelolaan keuangan desa pun menjadi wewenang desa yang mesti
terjabarkan dalam peraturan desa (Perdes) tentang anggaran pendapatan dan
belanja desa (APBDes). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari
pendapatan asli desa sepertidari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil
swadaya dan partisipasi, hasil gotongroyong, dan lain-lain pendapatan asli
desa yang sah.

Selanjutnya bagi hasil pajakdaerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10%

(sepuluh per seratus) untuk desa dan dariretribusi Kabupaten/Kota sebagian
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diperuntukkan bagi desa, dan bagian dari danaperimbangan keuangan pusat

dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit

10%, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang

merupakan Alokasi Dana Desa (ADD). Kemudian pendapatan itu bisa

bersumberlagi dari bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak
mengikat. Selanjutnya regulasi juga membolehkan desa untuk mendirikan
badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.Artinya
desa sesungguhnya telah didorong,di upayakan dan diharapkan menjadi
mandiri dan berdikari. Apalagi bergulirnya danadana perimbangan tersebut
melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harusnya menjadikan desa benar-benar
sejahtera.

PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 68 ayat (1) dan
penjelasannyamenyebutkan Sumber pendapatan Desa terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa,
hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain
pendapatan asli desa yang sah.

2. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima
oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus),
yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang
merupakan Alokasi Dana Desa. Penjelasan Yang dimaksud dengan

“bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri
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dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi
umum setelah dikurangi belanja pegawai.Dana dari Kabupaten/Kota
diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa,
dengan ketentuan 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya
operasional pemerintah desa dan BPD, sedangkan 70% (tujuh puluh per
seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

3. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
Penjelasan Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan
penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari Propinsi dan
Kabupaten/Kota digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan
Desa.

4. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Yang
dimaksud dengan “sumbangan dari pihak ketiga” dapat berbentuk hadiah,
donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan, serta pemberian sumbangan
dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang. Yang
dimaksud dengan “wakaf” dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum
wakaf untuk dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum
menurut syariah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, khususnya tentang pendapatan asli

desa sangat terbatas, kas desa yang bersumber dari pendapatan asli desa sangat
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minim,bahkantidak ada. Padahal desa menjalankan fungsi pemerintahan yang
tidak jauh berbedadengan sub system pemerintahan lainnya. Dari aspek
kebijakan, Desa pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh bagian dari
bagian daerah Kabupaten. Skema anggaran yang dikembangkan di tingkat
Kabupaten secara umum, masih belum terlihat adanya realisasi kongkrit dari
pembagian tersebut. Serapan dana untuk kegiatan rutin hanya menyisakan 20-
25% untuk dana pembangunan, menunjukkan bahwa masih diperlukan usaha
untuk mewujudkan suatu dana perimbangan daerah dengan desa. Realisasi
dana perimbangan Desa akan sangat ditentukan oleh sejauhmana kabupaten
dan desa bisa memperjelas apa yang akan dilayani di masing-masing level.
Dana perimbangan desa dari setiap desa ditetapkan dengan
mempertimbangkan porsi dari desa yang bersangkutan, tidak ditetapkan
melalui pembagian sama rata,melainkan bagian desa dihitung dengan porsi
kebutuhan dan potensi desa tersebut.

Kebutuhan desa diperhitungkan dari variabel: jumlah penduduk, luas
wilayah, kondisi geografis, potensi alam, tingkat pendapatan masyarakat, dan
jumlah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan potensi
desa adalah gambaran mengenai peluang penerimaan desa, baik dari sektor
pertanian maupun dari sektor lainnya. Perhitungan ini sendiri diharapkan
merupakan perhitungan yang melibatkan atau bahkan dilakukan sendiri oleh

masyarakat desa.



38

2.1.9 Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi dana desa(ADD) diderivasi dari formulasi DAU dengan
beberapa proposisi tambahan.Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam
transfer dana, mendorong semangat desentralisasi, tidak diskriminatif,
transparan, sederhana dan mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk
diterima sebagai landasan. Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk
membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan
pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan
pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai
kewenangannya

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara
partisipatif sesuai denganpotensi desa

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan
kesempatanberusaha bagi masyarakat desa

4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. Sumber
Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak
dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang
diterima oleh Pemerintah Kabupaten diterjemahkan sebagai ADD. Tujuan
ADD semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan

(berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya dana yang diterima
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setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desanya.

Terdapat tiga kata kunci yaitu pemerataan, keadilan dan karakter kebutuhan

desa yang terdiri dari tujuh faktor yaitu:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)

Kemiskinan (jumlah penduduk miskin)

Pendidikan dasar

Kesehatan

Keterjangkauan desa (diproksikan ke jarak desa ke ibukota
Kabupaten/Kota dan Kecamatan)

Jumlah penduduk

Luas wilayah

Potensi desa (diproksikan terhadap target penerimaan PBB Desa per
hektar).

Lebih lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ,

tanggal 22 Maret 2007 perihal “Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah

Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa” memberikan formulasi sebagai

acuan bagi daerah dalammenghitung Alokasi Dana Desa.Rumus yang

dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya

bagian ADD yang sama untuk setiap desa, atau Alokasi Dana Desa Minimal

(ADDM), sedangkan asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa

yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya Variabel

Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan, Kesehatan, dan lainlain) atau

disebut sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Penetapan besarnya
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Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada

Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk
desa diwilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana UU No.
34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi
tertentu daerah Kabupaten/Kota sebagian diperuntukan bagi desa,
sebagaimanadiamanatkan dalam UU No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan
atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari Dana
Pemerintah Keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh
Kabupaten/kota antara 5% sampai dengan 10%. Persentase yang dimaksud
tersebut diatas tidak termasuk Dana Alokasi Khusus.

Dasar pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah amanat Pasal 212
ayat (3) UU No0.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, yang ditindak
lanjuti dengan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya pasal 68 ayat
(1). Sedangkan perhitungan besaran ADD didasarkan pada Surat Menteri
Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2003 No. 140/640/SJ perihal Pedoman

Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
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2.1.10 Efektivitas Pengalokasian Dana Desa (ADD)

Menurut Osborne dan Gaebler (1997:389), efisiensi adalah ukuran
berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing unit output,
sedangkan efektivitas adalah ukuran kualitas output itu.Ketika mengukur
efisiensi, harus diketahui berapa banyak biaya yang harus ditanggung untuk
mencapai suatu output tertentu. Ketika mengukur efektivitas harus diketahui
apakah investasi tersebut dapat berguna.Efisiensi dan efektivitas merupakan
hal penting, tetapi ketika organisasi publik mulai mengukur Kinerja, seringkali
hanya mengukur tingkat efisiensi saja. Devas et al (1989:389) mengemukakan
bahwa efisiensi adalah hasil terbaik dari perbandingan antara hasil yang telah
dicapai oleh suatu kerja dengan usaha yang dikeluarkan untuk mencapai hasil
tersebut.

Pendapatan ini menyatakan bahwa semakin tinggi hasil perbandingan
antara output dan input-nya berarti tingkat efisiensi semakin tinggi Atau
disebut juga daya guna, yaitu mengukut bagian dari hasil pajak yang
digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak bersangkutan. Selain
mencakup biaya langsung, daya guna juga memperhitungkan biaya tidak
langsung bagi kantor atau instansi lain dalam pemungutan pajak. Menurut
Devas (1989:1), prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah yang
mengalami perubahan paradigma seiring dengan pencanangan konsep
“goodgovernance” dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah:

1. Transparansi Adanya keterbukaan pemerintah (birokrasi) di dalam proses

pembuatan kebijakan tentang keuangan daerah, sehingga publik dan
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DPRD dapat mengetahui, mengkaji, dan memberikan masukan serta
mengawasi pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan dengan keuangan
daerah atau APBD.

Efisien Pengelolaan keuangan daerah harus didasarkan suatu pemikiran
bahwa setiap pengeluaran anggaran daerah harus diupayakan seefisien
mungkin, guna menghasilkan output yang memadai. Penghematan
anggaran sangat diperlukan dalam rangka mencapai efisiensi. Dengan kata
lain, standar pelayanan minimal merupakan target yang harus dicapai
sesuai proporsi biaya yang ditetapkan.

Efektif Dalam proses pelaksanaan kebijakan keuangan daerah (APBD),
pengelolaan anggaran haruslah tepat sasaran. Selama ini Pemda sering
tidak mempedulikan apakah sasaran yang hendak dicapai dari anggaran
belanja tepat atau tidak, yang penting realisasi anggaran sesuai rencana
dan habis terpakai. Pemikiran seperti ini bertentangan dengan pendekatan
anggaran Kinerja yang berorientasi hasil atau output.

. Akuntabilitas Dalam pengelolaan keuangan daerah dituntut adanya
pertanggungjawaban kepada public yang dapat dilakukan secara
institusional kepada DPRD. DPRD yang akan menilai apakah kinerja
pemda dalam mengelola keuangan daerah atau APBD baik atau buruk
dengan menggunakan kriteria atau tolok ukur sesuai apa Yyang
direncanakan semula.

Partisipatif Peran serta publik secara langsung maupun tidak langsung

dalam pengelolaan keuangan daerah harus dijamin. Kebijakan
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pembangunan dalam anggaran daerah (APBD) juga harus
mengakomodasikan aspirasi publik dan mengikutsertakan masyarakat

secara langsung.

2.1.11 Pengertian Anggaran

Menurut Munandar (2001:3) anggaran adalah “suatu rencana yang
disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan,yang
dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka
waktu yang akan datang.” Anggaran juga dapat diartikan sebagai istilah
perencanaan untuk pengendalian laba menyeluruh dapat didefenisikan secara
luas sebagai suatu anggaran sistematis dan formal untuk perencanaan,
pengkoordinasian dan pengendalian tanggung jawab manajemen (Welsch,
2000:27). Menurut Nafarin (2000:9), “anggaran merupakan rencana tertulis
mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk
jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi
dapat juga dinyatakan dalam satuan barang maupun jasa”.

Menurut Sofyan (1996:160) “anggaran merupakan suatu pendekatan
yang sistematis dan formal untuk tercapainya pelaksanaan fungsi perencanaan
sebagai alat membantu pelaksanaan tanggung jawab manajemen”. Tidak
setiap rencana kerja organisasi dapat disebut sebagai anggaran. Oleh karena
itu anggaran memiliki beberapa ciri khusus yang memebedakan dengan
sekedar rencana (Rusdianto, 2006:8).

1. Dinyatakan dalam satuan moneter Penulisan dalam satuan moneter

tersebut dapat juga didukung oleh satuan kwantitatif lain, misalnya unit.
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Penyusunan rencana kerja dalam satuan 10 moneter tersebut, bertujuan
untuk mempermudah membaca dan usaha untuk mengerti rencana
tersebut. Rencana kerja yang diwujudkan di dalam suatu cerita panjang
akan menyulitkan anggota organisasi untuk membaca atau mengerti.
Karena itu, sebaiknya anggaran disusun dalam bentuk kwantitatif moneter
yang ringkas.

Umumnya mencakup kurun waktu satu tahun. Bukan berarti anggaran
tidak dapat disusun untuk kurun waktu lebih pendek, tiga bulanan
misalnya atau untuk kurun waktu lebih panjang, seperti lima tahunan.
Batasan waktu di dalam penyusunan anggaran akan berfungsi untuk
memberikan batasan rencana kerja tersebut.

Mengandung komitmen manajemen Anggaran harus disertai dengan upaya
pihak manajemen dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai apa
yang telah ditetapkan. Tanpa upaya serius dari pihak manajemen untuk
mencapainya maka penyusunan anggaran tidak akan banyak manfaatnya
bagi perusahaan. Karena itu, di dalam menyusun anggaran perusahaan
harus mempertimbangkan dengan teliti sumber daya yang dimiliki
perusahaan untuk menjamin bahwa anggaran yang disusun adalah realistis.
Usulan anggaran disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksana
anggaran. Anggaran tidak dapat disusun sendiri-sendiri oleh setiap bagian
organisasi tanpa persetujuan dari atasan pihak penyusun.

. Setelah disetujui anggaran hanya diubah jika ada keadaan khusus. Jadi,

tidak setiap saat dan dalam segala keadaan anggaran boleh diubah oleh
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manajemen. Anggaran boleh diubah jika situasi internal dan eksternal
organisasi memaksa untuk mengubah anggaran tersebut. Perubahan
asumsi internal dan eksternal memaksa untuk mengubah anggaran karena
jika dipertahankan malah membuat anggaran tidak relevan lagi dengan
situasi yang ada.

6. Jika terjadi penyimpangan/varians didalam pelaksanaannya, harus
dianalisis sebab terjadinya penyimpangan tersebut. Karena, tanpa ada
analisis yang lebih mendalam tentang penyimpangan tersebut maka
potensi untuk terulang lagi di masa mendatang menjadi besar. Tujuan
analisis penyimpangan tersebut adalah untuk mencari penyebab
penyimpangan, supaya tidak terulang lagi di masa mendatang dan agar
penyususnan anggaran dikemudian hari menjadi lebih relevan dengan

situasi yang ada.

2.1.12 Pembangunan Ekonomi Desa

Pembangunan Ekonomi Desa adalah suatu proses dimana Pemerintah
Desa dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola
kemitraan antara pemerintah desa dan swasta untuk menciptakan lapangan
kerja baru dan memicu berkembangnya kegiatan ekonomi (pertumbuhan
ekonomi) di wilayahnya.

Istilah pembangunan ekonomi pedesaan sering diidentikkan dengan
pembangunan pertanian. Hal ini dikarenakan di banyak daerah pedesaan

(terutama di negara berkembang) mayoritas penduduknya bekerja di sektor
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pertanian. Namun ternyata indikator pembangunan ekonomi desa tidak hanya

pada pembangunan pertanian.

Ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah

Desa. Indikator pembangunan ekonomi desa adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

Infrastruktur Desa yang baik Hal pertama yang menjadi indikator
perkembangan ekonomi desa adalah dilihat dari infrastruktur pedesaan itu
sendiri, terutama akses jalan. Akses jalan merupakan hal yang penting
dalam menentukan kemajuan suatu desa, dimana dengan memiliki akses
jalan yang mudah maka logistik atau barang warga desa akan mudah
terpenuhi, sebaliknya jika akses jalan yang sulit akan mempersulit logistik
untuk masuk ke Desa tersebut.

Fasilitas Umum yang memadai Sarana untuk menunjang segala aspek
kehidupan masyarakat/warga desa agar lebih maju. Sarana yang
dibutuhkan antara lain fasilitas pasar yang memadai, gedung
sekolah/gedung pendidikan terkait, puskesmas dan sebagainya.

Akses Informasi Informasi merupakan salah satu pendukung
pembangunan ekonomi desa. Karena dengan akses informasi yang baik,
masyarakat desa dapat belajar dan informasi penting untuk
keberlangsungan kegiatan ekonomi dan lainnya. Hal ini merupakan
indikator perkembangan ekonomi, sangat jarang ditemukan desa yang
minim akses informasi namun dapat berkembang pesat. Banyak persentase

yang menunjukkan bahwa desa yang memiliki akses informasi yang
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47

mudah akan cepat berkembang. Oleh karena itu akses informasi sangat
penting untuk dimiliki.

Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Indikator keberhasilan
selanjutnya dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang
dihasilkan. Apakah sumber daya manusia tersebut unggul atau kurang, hal
ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan atau pekerjaan. Desa maju
cenderung memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi.
Sedangkan desadesa yang kurang maju bahkan terbelakang memiliki
penduduk yang tidak mengetahui pentingnya pendidikan.

Pendapatan Penduduk Indikator pembangunan ekonomi desa yang terakhir
adalah pendapatan penduduk. apakah penghasilannya sesuai atau masih
jauh di bawah rata-rata. Suatu desa dikatakan maju apabila pendapatan
penduduknya di atas rata-rata dan suatu desa dikatakan tertinggal jika

pendapatan penduduknya masih jauh dari mencukupi.
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Tabel 11.1
Penelitian Terdahuluan

No Penelitian Judul Hasil Penelitian

1. | Nur’aini Efektivitas Pengelolaan Dana Desa sudah
(2021) Pengelolaan Dana | sesuai dengan aturan yang

Desa (ADD) | berlaku, hanya dalam prosesnya
Dalam masih  mengalami  berbagai
Pembangunan  Di | kendala yang disebabkan sumber
Desa Tua Nanga | daya Aparatur Desa yang masih
Kecamatan  Poto | rendah. Adapun kendala atau
Tano  Kabupaten | masalah yang dihadapi yaitu
Sumbawa  Barat | partisipasi  masyarakat  yang
Tahun 2019 masih  minim, sumber daya
manusia rendah. Adapun saran
dalam hal ini yaitu harus
meningkatkan partisipasi
masyarakat, dan SDM
ditingkatkan lagi.

2. | Sartini Efektivitas Efektivitas Pengelolaan Alokasi
Lasabuda Pengelolaan Dana Desa di Desa Borgo Satu
(2021) Alokasi Dana Desa | Kecamatan Belang Kabupaten

Di Desa Satu | Minahasa Tenggara pada tahun
Kecamatan Belang | 2020 sudah terealisasi sesuai
Kabupaten dengan kebutuhan masyarakat
Minahasa Tenggara | dan tepat sasaran sesuai dengan
RKPDes dari Pemerintah Desa
Borgo Satu Kecamatan Belang
Kabupaten Minahasa Tenggara
terhadap semua masyarakat di
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desa Borgo satu. Faktor yang
menghambat dalam
melaksanakan efektivitas
pengelolaan alokasi dana desa
yang

langsung

berupa  dana belum

ditransfer oleh
pemerintah pusat ke pemerintah
kabupaten lalu ke pemerintah

desa, sehingga pembangunan
untuk kebutuhan masyarakat desa
pada awal tahun belum terpenuhi
semuanya dan berhasil dipenuhi
oleh pemerintan pada akhir
tahun. Dan juga sumber daya
yang
berpartisipasi dalam membantu

manusia kurang

menjalankan tugas dari

Pemerintah Desa Borgo Satu.

Nur
(2021)

Cahaya

Dampak Dana

Desa Melalui
Pembangunan
Infrastruktur Desa
(Studi Pada Desa
Pattimang
Kecamatan
Malangke
Kabupaten  Luwu

Utara)

Dampak Dana Desa melalui
pembangunan infrastruktur Desa
berupa jalan di Desa Pattimang
yaitu

menghasilkan  dampak

positif dikalangan masyarakat

Desa dan masyarakat mengalami

peningkatan pendapatan serta
peningkatan kesejahteraan,
meskipun terdapat juga
masyarakat Desa yang tidak

merasakan dampak positif itu,

dimana masyarakat merasakan

dampak positif sebanyak 67%
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dan tidak mrasakan sebanyak
17% dan yang tidak merasakan

sama sekali sebanyak 16%.

Sumber : Olah Mandiri (2023)
2.3 Kerangka Konseptual

Sebuah kerangka konseptual adalah alat yang digunakan peneliti untuk
membimbing penelitian mereka. Alat tersebut adalah seperangkat ide yang
digunakan untuk struktur penelitian, sejenis peta yang mungkin termasuk
pertanyaan penilitian, tinjauan literature, metode dan analisis data. Kerangka
konseptual dalam penelitian ini menjelaskan gambaran logis dan pola dari
kerangka penelitian agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan rumusan
masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Selain itu menunjukkan
logika penelitian dalam menjabarkan terhadap sasaran dan tujuan dari
penelitian.

Maka dari itu untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan penulis

menggambarkan kerangka konseptual pada gambar dibawah ini :



Desa Limau Manis Kecamatan
Tanjung Morawa Kabupaten Deli
Serdang

Dana Desa (DD)

\

Pengelolaan Dana Desa Dan
Dampaknya Terhadap
Pembangunan

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

51

Keberhasilan
Program

Ketepatan Kepuasan Terhadap
Sasaran Program

Tingkat Input
Dan Output

Kerangka Konseptual

Gambar 11.1
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2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013: 96) Hipotesis dalam penelitian merupakan
jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian. Karena
sifatnya yang masih sementara maka diperlukan penelitian untuk
mengumpulkan data dan membuktikannya melalui data empirik yang
terkumpul. Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis menarik
hipotesis penelitian bahwa :

1. Pengunaan dana desa terhadap pembangunan desa di Desa Limau Manis,
Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang adalah tidak
efektif.

2. Dampak penggunaan dana desa terhadap pembangunan di Desa Limau
Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang adalah

negatif.



